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ABSTRAK 

 

Desti Damayanti / 222017002 / 2021 / Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif 

Kendaraan Bermotor  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di 

Samsat Palembang II ( Studi Kasus Pada SAMSAT Palembang II ) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif 

kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota 

palembang. Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa 

tujuan dari penerapan tarif pajak penerapan tarif progresif pajak kendaraan 

bermotor di Samsat Palembang II adalah untuk menambah penerimaan pendapatan 

asli daerah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan 

yang terus meningkat di kota Palembang studi kasus pada Samsat Palembang II. 

 

Kata kunci: Penerapan tarif pajak progresif. 
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ABSTRACT 

 

Desti Damayanti / 222017002 / 2021 / Analysis of the Application of Progressive 

Tax Rates for Motor Vehicles in Increasing Regional Original Income in One-

Stop Administration System in Palembang II (Case Study on One-Stop 

Administration System in Palembang II) 

 

This study aimed to determine the application of progressive motor vehicle tax rates 

in increasing local revenue in the city of Palembang. The data used in this study 

are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study 

was documentation and interviews. Based on the results of the interview, it was 

found that the purpose of applying the tax rate of applying the progressive rate of 

motor vehicle tax at One-Stop Administration System in Palembang II was to 

increase local revenue. In addition, another goal is to reduce the level of congestion 

that continues to grow in the city of Palembang, a case study on One-Stop 

Administration System in Palembang II. 

 

Keywords: Application of progressive tax rates. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber penerimaan  terbesar Negara berupa pajak telah  banyak 

memberi memberikan manfaat luas untuk kelangsungan hidup  berbangsa dan 

bernegara. Pajak berupa alat bagi pemerintah  dalam mencapai tujuan  untuk 

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat  langsung maupun tidak langsung 

untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional  dan ekonomi 

masyarakat. Beberapa pengeluaran-pengeluaran pemerintah  menggunakan 

dana pajak diantaranya belanja pegawai, dan pembiayaan bangunan, sarana 

umum seperti jalan raya, rumah sakit dan lain sebagainya  yang masih 

membutuhkan pembangunan  yang dilakukan  secara tetus menerus yang 

sifatnya memperbaiki  dan bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat. 

Berdasarkan  pasal 1  angka 1 undang-undang nomer 6 tahun 1983 tentang 

ketentuan umum perpajakan sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomer 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi   wajib 

pajak  kepada Negara yang terutang kepada  oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa  berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat  

imbalan secara langsung  dan digunakan   untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pajak dari tahun ketahuan  selalu 

diperbaiki dan disempurnakan untuk evektivitas  dalam hal penerimaan pajak. 

Sehingga diharapkan penerimaan  Negara melalui pajak dapat terus meningkat 



2 
 

 
 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah  mulai 1 Januari 2007  mendorong 

semangat daerah untuk mencapai berbagai sumber enerimaan yang dapat 

dipergunakan  membiayai pembangunan maupun pengeluaran daerah. 

Pendapatan daerah diharapakan menjadi prioritas dalam menyokong 

pembangunan di daerah.  Pemerintahan daerah selalu berupaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah  

yang sangat penting dimana komponen utamanya berasal dari pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Undang-Undang  Nomer 28 tahun 2009 tentang pajak  daerah dan retribusi 

daerah dapat  dapat didefinisikan bahwa pajak  daerah adalah  iuran wajib yang 

di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah    dan pembangunan daerah,  berdasarkan Undang-Undang 

tersebut, pajak daerah harus  ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan 

mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta 

tidak boleh bertentangan dengan  kebijakan pemerintah pusat.  

Oleh karena itu sebelum diundangkan  dalam peraturan  daerah tentang 

pajak daerah, maka pemerintah daerah harus memberitahukan kepada 

pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.  Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari adanya pemungutan ganda pada jenis pajak yang sama. Dengan 

penjelasan tersebut dalam paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak  

daerah merupakan  pajak yang pengelolaannya   diserahakan oleh pemerintah 
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pusat kepada pemerintah daerah dan tidak boleh bertentangan  dengan pajak 

pemerintah  pusat serta  harus ditetapkan  dengan peraturan daerah  berdasarkan 

peraturan undang-undang yang berlaku.  

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta 

teknologi belakangan ini, telah membawa dampak positif terhadap kehidupan 

bangsa dan negara di Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi 

yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemajuan dibidang otomotif, dimana 

telah diproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor. 

 Kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok 

dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian 

masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat 

dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang 

lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor 

bagi sebagian masyarakat tidak hanya dilihat dari segi manfaat atau 

kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi 

pemiliknya.  

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak 

permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh 

jaringan jalan, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya. Kerugian akibat 

kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung maupun yang 

dirasakan secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain 

kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian 

dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti 
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tingkat stress yang tinggi, kelelahan, gangguan pernapasan, dan kerugian 

lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk mengurangi kemacetan yang 

terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengendalikan 

jumlah kendaraan di Kota Palembang. Salah satu upaya untuk mengendalikan 

jumlah kendaraan bermotor di Kota Palembang maka perlu adanya ketentuan 

yang baru mengenai pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis 

pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam 

sumbangsihnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah 

serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari 

perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaraan bermotor 

semakin meningkat setiap tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya 

merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau 

bahkan kebutuhan primer.  

Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari 

penggunaan kendaraan bermotor. oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor 

menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih 

besar daripada jenis-jenis pajak daerah lainnya (Dinda, 2014). Jika Mengacu 

pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan 

bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam 
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Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap penguasaan yang di 

maksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.  

Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai 

kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan 

bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang 

dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan 

menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan 

baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan 

kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai 

dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013). Alasan teoritis 

pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya 

yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya 

menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. 

 Sedangkan  Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan 

di Sumatera Selatan sejak Januari 2011. Berlakunya pajak progresif ini 

merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

berikut tabel pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor provinsi 

Sumatera Selatan.  
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      Tabel I.1 

Kepemilikan tarif 

Kepemilikan Tariff 

Pemilik 1 1,5% 

Pemilik 2 2% 

Pemilik 3 2,25% 

Pemilik 4 dan seterusnya 2,5% 

  Sumber : samsat Palembang II 

Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Selatan, sehingga 

usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak 

akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan 

kepastian hak. Penerapan tarif pajak progresif di kota Palembang  diharapkan 

bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang 

disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Berlakunya tarif pajak 

progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi 

masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif 

dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya 

jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan 

berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan 

bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. 

Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat 

sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak k 

endaraan bermotor yang lebih besar. Artinya wajib pajak yang memiliki lebih 
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dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar 

dari pajak progresif (Nugraha, 2012). Penerapan tarif pajak progresif diyakini 

mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan di Kota 

Palembang. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang, karena dengan 

meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja 

akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Palembang.  

Namun penerapan tarif pajak progresif untuk kendaraan pribadi sebagai 

upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan belum optimal. Hingga saat ini tarif pajak progresif pada 

kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam mengatasi kemacetan 

terbukti dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin lama semakin 

meningkat. Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan yang dikenakan 

pajak progresif : 

Tabel I.2 

Jumlah Pajak progresif tahun 2019-2020 

Di Kota Palembang II 

 

Tahun  Pajak Progresif Pendapatan Asli Daerah (PAD) % 

2019 9.412.134.275 3.494.510.853 0,27 

2020 10.186.778.290 3.375.942.168 0,30 

Sumber : Samsat Palembang II  
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Tabel 1.3 

Pajak kendaraan bermotor setelah  

dikenakan pajak progresif 

 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2019 85.683.499.000 100.810.470.176 85% 

2020 98.000.000.000 107.075.199.300 91,5% 

 Sumber:samsat Palembang II 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat semenjak diadakannya pajak 

progresif penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam tahun pertahunnya 

mengalami peningkatan. untuk menghindari adanya ketidakselarasan antara 

instansi yang terkait, yang berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan, masing-masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung 

jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan 

prosedur-prosedur pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan pajak 

progresif dengan kesadaran yang tinggi dan keinginan untuk memenuhi 

kewajiban untuk membayar pajak Karena jika wajib pajak tidak patuh maka 

akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan 

menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang. Peran serta 

masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisis trategis dalam 

peningkatan penerimaan pajak. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Palembang 

II dibagian progresif menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin 
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dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan pajak 

progresif memang meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai 

dengan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 namun belum bisa 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah.  

Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah sebagian besar adalah pajak kendaraan bermotor.  Hal ini disebabkan 

oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru 

menggunakan identitas orang lain atau keluarganya dari pada harus membayar 

pajak progresif kendaraan miliknya yang terhitung besar.  Sehingga 

menyebabkan bertambahnya jumlah kendaraan dan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor semakin meningkat. 

 Berdasarkan pengamatan dilapangan teridentifikasi bahwa tujuan 

pengenaan pajak progresif belum dapat dicapai maksimal, jelas kendaraan tetap 

saja bertambah, tingkat kemacetan masih berlangsung dan dari itulah maka 

peneliti terus untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan 

Tarif  Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Palembang II" dalam penulisan 

laporan penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Rangkaian latar belakang di atas  maka rumusan masalah  dalam lapor ini 

adalah: 

Bagaimana penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Palembang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian  secara umum adalah untuk mengetahui 

penerapan tarif  pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah di kota Palembang 

D. Manfaat Penelitian   

a. Bagi penulis 

 hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk 

menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di 

Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

b. Bagi instansi terkait 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor 

di Samsat Palembang II Sumatera Selatan. 

c. Bagi pihak lain 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat 

menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan 

melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan 

pembanding 
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